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Dalam rangka memenuhi kebutuhan obat masyarakat, pemerintah telah 
mengeluarkan peraturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) obat generik. 
Meskipun telah ditetapkan HET pada obat generik akan tetapi dalam pelaksanaannya 
terdapat beberapa apotek yang menjual obat generik melebihi HET, sehingga harga 
obat generik menjadi bervariasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. 
Sementara konsumen berhak mendapatkan obat yang sesuai dengan harga yang 
tertera pada label obat.  
Penelitian ini merupakan penelitian field research dengan metode kualitatif, 
yakni dengan penelitian ini peneliti mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap 
realitas yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber 
data diperoleh dari data primer dan sekunder yang berasal dari objek penelitian itu 
sendiri dan literatur lain yang berkaitan dengan jual-beli, penetapan harga, Undang-
Undang yang terkait, serta hak konsumen. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penjualan obat 
generik pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi 
mengandung unsur tadlis (penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan 
ketidaktahuan pembeli terhadap HET ketetapan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur 
dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan 
pembeli untuk meninggikan harga jualnya. Harga obat generik yang ditetapkan 
Apotek Inggit Medika 2 telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah 
ditetapkan pemerintah, bahkan harga jualnya melebihi harga pasaran yang beredar. 
Harga obat pada Apotek Inggit Medika 2 merupakan harga termahal dibandingkan 
apotek yang memiliki klinik lainnya di Kelurahan Sudiang Raya. Apotek dalam hal 
ini telah berbuat dzalim dengan mengambil hak konsumen dalam memperoleh obat 
dengan harga yang sesuai pada label.  
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 To fulfill the medicinal needs of the public, the government has issued a 
regulation on the Highest Retail Price (HRP) of generic drugs. Although HRP has 
been established on generic drugs but in practice there are some pharmacies that sell 
generic drugs over HRP, so the price of generic drugs to be varied and cause 
uncertainty for the community. While consumers are entitled to a drug that matches 
the price listed on the drug label 
This research is a kind of field research with qualitative method, with this 
research the researcher evaluate then give assessment to reality that exist in field by 
using descriptive approach. Sources of data are derived from primary and secondary 
data derived from the research object itself and other literature related to the sale, 
purchase, pricing, related laws, and consumer rights. 
Based on the research conducted, it is obtained that the sale of generic drugs 
at Inggit Medika Pharmacy 2 which exceeds the Highest Retail Price (HRP) contains 
tadlis elements in the price, this is evidenced by the ignorance of buyers against the 
HRP governmental determination. The pharmacist is dishonest in setting his price, 
and exploits the buyer's ignorance to raise the selling price. The price of the generic 
drugs set by the Inggit Medika Pharmacy 2 has been exceeded by the Highest Retail 
Price (HRP) set by the government, even the selling price exceeds the market price. 
The price of medicine at Inggit Medika Pharmacy 2 is the most expensive price 
compared to pharmacies that have other clinics in Kelurahan Sudiang Raya. The 
pharmacist in this case has committed dzalim by taking the consumer's right in 
obtaining the drug at the appropriate price on the label.  






BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup 
segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia 
dengan Allah Swt diatur dalm bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara 
manusia dan sesama manusia diatur dalam bidang muamalat.  
Muamalat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 
sebab dengan muamalat ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang 
menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan 
dalam mencapai keinginan hidupnya.
1
 
Muamalah memiliki berbagai jenis bentuk salah satu diantaranya adalah jual 
beli. Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah/2: 275. 
 ... َّلَح
َ
أَو َّٱ   َ لۡبَ َ لۡبَٱ  َم َّرََحو   ْ وٰي َِّرٱ  ...
Terjemahnya: 
 
… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…2 
 
Semua bisnis dalam literatur syari’at Islam pada dasarnya masuk kategori 
muamalah yang termasuk pada kitab al-Buyu‟ (jual beli) yang hukum asalnya secara 
                                                          
 
1
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h.71.  
 
2
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pena 




prinsip adalah boleh berdasarkan kaidah fikih (Al-aslu fil asya' Al-ibahah: “hukum 
asal segala sesuatu adalah boleh termasuk muamalah adalah boleh)”.3 
Selama bisnis tersebut bebas dari unsur-unsur haram maka hukumnya kembali 
ke asal, di samping barang atau jasa yang dibisniskan adalah halal maka ada syarat-
syarat yang harus ditepati dalam berbisnis yaitu: “Saling ridho, Jauh dari Riba (sistem 
bunga), Jauh dari Garar (tipuan), Jauh dari Darar (bahaya), Jauh dari Jahalah 
(ketidakjelasan) dan Jauh dari Dzulm (merugikan orang lain)”.4 
Diantara banyaknya jenis jual beli salah satu objeknya yang sering ditemukan 
pada masyarakat ialah jual beli obat yang transaksinya umum dilakukan di apotek. 
Secara umum apotek adalah tempat resmi penjualan atau pendistribusan obat yang 
telah dilegalkan oleh pemerintah.  
Pemerintah mengupayakan peningkatan kesehatan masyarakat dengan cara 
meluncurkan obat generik sebagai alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas 
terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Agar masyarakat 
dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya, telah 
dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasannya, dan dengan pencantuman 
Harga Eceran Tertingginya (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan HET). 
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 
069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi pada label 
obat yang ditandatangani oleh Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) pada tanggal 7 
                                                          
 
3
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakrta: Kencana, 2003), h. 177.  
 
4





Februari 2006 ini. Latar belakang keluarnya peraturan ini adalah banyaknya variasi 
harga obat yang beredar di apotek maupun di pasaran sehingga menimbulkan ketidak 
pastian bagi masyarakat dalam memperoleh obat yang dibutuhkan. 
Penetapan HET pada label obat generik merupakan hal yang mutlak bagi para 
produsen obat sehingga apabila pada labelisasinya tidak mencantumkan HET atau 
penjualannya tidak sesuai dengan aturan UU yang berlaku, maka Pembinaan dan 
pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat baik Departemen Kesehatan maupun 
Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah. Apabila  
produsen obat tidak melampirkan HET pada label ataukah produsen maupun apotek 
menjual obat melebihi HET maka konsumen dapat melakukan beberapa hal berikut: 
1. Menanyakan langsung kepada pelaku usaha terhadap selisih harga yang dijual 
dengan HET yang tercantum pada label obat. 
2. Mengadu langsung ke instansi terkait untuk menanyakan tentang kondisi yang 
telah ditemukan. 
3. Jika hal ini tidak dapat respon yang positif, maka dapat mengajukan gugatan, 
baik secara langsung ke Pengadilan Negeri ataupun ke lembaga arbitrase 
konsumen, yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau 
dapat mewakilkan gugatannya kepada Yayasan Lembaga Konsumen 
Setempat. 
Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar 
terhadap barang yang dibelinya, dan ini diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang 




berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 
pemeliharaan.  
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa apotek yang 
terindikasi menjual obat generik melebihi HET. Ragam Obat Generik yang sering 
dijual melebihi HET oleh Apotek ialah obat-obatan dari penyakit yang memiliki 
prevalensi tinggi di Kota Makassar.  
Tabel 1.1 
Pola 10 Penyakit Terbanyak di Kota Makassar Tahun 2015 
 
No Nama Penyakit Jumlah 
1. Infeksi Saluran Nafas Bagian Atas 120.153 
2. Hipertensi Esensial 73.420 
3. Kardiovaskular  49.548 
4. Dermatitis Eksim 48.253 
5. Gastritis 35.159 
6. Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal 34.729 
7. Diare & Gastroenteritis oleh Penyebab Infeksi 
Tertentu 
30.260 
8. Influenza 28.653 
9. Diabetes Melitus Tidak Spesifik 25.145 
10. Gangguan Jaringan Lunak 23.809 
Sumber : Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Makassar 
 
Tingginya angka penyakit-penyakit tertentu di Kota Makassar membuat 
kebutuhan obat masyarakat juga meningkat. Apotek kerap kali menaikkan harga obat-
obatan yang banyak dicari oleh masyarakat melebihi HET yang seharusnya. Harga 




bervariasi, para pedagang menjual dengan harga yang tinggi untuk memeperoleh 
keuntungan yang besar namun di sisi lain pedagang tersebut telah mengambil hak 
konsumen dalam memperoleh obat yang sesuai dengan apa yang tertera pada label. 
Di Indonesia hak dan kewajiban dalam jual beli telah diatur dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menjamin dan 
melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli. 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen ;  
”Memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan 
perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen.”5 
 
Diterbitkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat penjual 
dan pembeli dapat mengetahui sampai di mana batas hak dan kewajiban masing-
masing pihak, dalam UUPK banyak dijelaskan tentang berbagai permasalahan yang 
berkompeten terhadap permasalahan jual beli. Namun kebanyakan praktik jual beli 
tidak tunduk kepada Undang-Undang yang menaungi hak serta kewajiban dalam jual 
beli itu sendiri. Seperti halnya dalam penelitian ini dimana praktik penjualan obat 
generik di Apotek tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini 
pasal 8 ayat 1f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : 
"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada label, etiket, 
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut".  
 
                                                          
 
5
Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditia 




Berangkat dari kondisi ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul "Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebehi 
Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Apotek Inggit Medika 2, Sudiang, Makassar". 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Penelitian ini difokuskan pada penjualan Obat Generik yang melebihi Harga 
Eceran Tertinggi. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian maka penjualan obat generik harus memenuhi 
rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli dan terbebas dari unsur-unsur dzulm 
(merugikan orang lain), serta tidak mengambil hak konsumen yang telah diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap penjualan obat 
generik yang melebihi HET ? 
 
D. Kajian Pustaka 
1. Aini Suryani, Mubasysyir Hasan basri dan Nunung Priyatni dengan judul 
penelitian "Pelaksanaan Kebijakan Obat Generik Di Apotek Kabupaten 




yang dijual rata-rata mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi apotek 
(HET). Tetapi ada juga beberapa obat yang dijual dengan harga di bawah 
HET. Obat yang harganya dijual diatas HET yang paling tinggi yaitu 
Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet dengan kenaikan sampai 515,4%. 
Sedangkan Deksametason tablet dijual paling rendah di bawah HET sampai 
65,2%. Bahkan ada juga obat yang harganya sesuai dengan HET yaitu 
Alopurinol, Digoksin dan Ranitidin. Hasil wawancara mendalam pada pasien 
dapat diketahui bahwa pasien mempunyai daya beli terhadap obat generik.
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2. Asmuni Mth, 2010, dengan judul penelitian "Penetapan Harga dalam Islam : 
Perspektif Fikih dan Ekonomi" menyimpulkan bahwa Ulama berbeda 
pendapat mengenai penetapan harga, sebagian ulama menolak peran negara 
untuk mencampuri urusan ekonomi termasuk dalam hal intervensi harga. Dan 
segelintir ulama lainnya beranggapan bolehnya pemerintah melakukan 




3. Nurhalis, 2015 dengan judul penelitian "Perlindungan Konsumen dalam 
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" 
Penelitian ini menghasilkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan 
terhadap konsumen, dalam memberikan perlindungan kepada konsumen 
hukum Islam dan UUPK memiliki banyak kesamaan sekalipun dalam 
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masalah-masalah prinsip terdapat perbedaan, karena hukum Islam dalam 
melindungi konsumen lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak 
mengesampingkan nilai nilai sosial, sedangkan UUPK lebih menampakkan 
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
8
 
4. Nurul Khasanah, 2008 dengan judul penelitian "Perspektif Hukum Islam 
Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah di Desa Bawak, Kec. Cawas, 
Kab. Klaten" penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa mekanisme 
penetapan harga yang dilakukan di desa Bawak tersebut tidak sesuai dengan 
hukum Islam. Disebabkan oleh ketidakjujuran dari penjual mengenai Harga 
Eceran Tertinggi (HET) kepada pembeli. Selain itu, dalam penetapan harga 
telah melanggar dari ketetapan harga yang telah ditentukan oleh agen. Pada 
mekanisme jual beli minyak tanah di pangkalan telah memenuhi rukun dan 
syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Sekalipun mekanisme jual beli 
minyak tanah di pangkalan telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi 
terdapat unsur penipuan di dalamnya.
9
 
5. Shobirin, 2008 dengan judul penelitian "Jual Beli dalam Pandangan Islam". 
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur’an dan Hadist 
merupakan  sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur 
bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga 
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untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan 
keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum 
Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan 
barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di 
dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong– 
menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah 
satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan 





E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
Mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap praktik penjualan obat 
generik yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah diatur oleh Menteri 
Kesehatan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-
kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia perekonomian  
b. Manfaat Praktis  
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1) Bagi Penulis 
Menambah wawasan penulis mengenai sistem jual beli yang sesuai dengan 
kaidah ekonomi islam untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam bersikap dan 
berperilaku. 
2) Bagi Apotek 
Sebagai masukan yang membangun agar kedepannya semua apotek 
mengoperasionalkan jual beli yang tidak melanggar syariat islam serta mampu 
memenuhi hak-hak konsumen. 
3) Bagi Ilmu Pengetahuan 
Menambah khazanah keilmuan mengenai praktek jual beli yang terjadi di 
lapangan  dan juga sebagai referensi dalam ilmu ekonomi islam sehingga dapat 













A. Konsep Jual Beli dalam Islam  
Syariat Islam ditetapkan Allah swt. dengan tujuan untuk mengatur kehidupan 
manusia, baik untuk pribadi maupun hubungan dengan sosial. Dalam memenuhi 
kebutuhan hidup manusia dituntut untuk mencari rezeki. Jual beli adalah “salah satu 
usaha mencari rezeki. Jual beli termasuk dalam kajian fiqh muamalah”.21 
1. Pengertian Jual beli 
Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata 
jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni “persetujuan yang 
saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan 
pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”22 
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 (2), bay‟ adalah 
pertukaran antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. 
Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah 
memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan 
syara atau memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara 
mengekalkan dengan harga benda tersebut.  
 
                                                          
 
21
Ahmad Wardi Muslich,  Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 2.  
 
22
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 




2. Dasar Hukum Jual Beli 
Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan al-hadits, sebagaimana disebutkan 
dalam beberapa surah 
a. Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Baqarah  / 2 : 275 
... ُ َّٱ  َّلَح
َ
أَو  ْ وٰي َِّرٱ  َم َّرََحو  َلۡبَ َ
لۡبَ
ٱ .... ٢٧٥  
Terjemahnya : 
 
… Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…23 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah 
menghalalkan  jual beli kepada hamba-hamba Nya dengan baik dan melarang praktek 
jual beli yang mengandung riba. 
Q.S An-Nisa / 4 : 29 
 
















 يُنَو َء َييِ
َّ





  لۡبَهُكنِّو... ٢٩ 
 Terjemahnya : 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 




Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan 
batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan 
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dengan jalan lain  yang tidak dibenarkan Allah swt. kecuali dengan jalan perniagaan 
atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. 
b. As-Sunnah 
Nabi saw. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar  
 
يع هعافر ية  ف ر ضير ٱ  هنع بيلن  ن  لىص هىنع ٱ  هنسو لئس : لق ب ط  بسكٱ  ى  
( لجرٱ  هد ة كلو   ة روبرو (ه ور ر بزم  هححصو الح  هك  
Artinya:  
 
Dari Rifa'ah Ibn Rafi', Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah ditanya, “Usaha 
apa yang paling baik? Rasulullah SAW. menjawab “Usaha seseorang dengan 
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”.(H.R. Al-Bazzar dan 
disahihkan oleh al- Hakim). 
 
Hadits tersebut Menerangkan bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, 
namun menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa 
haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga harga 
melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa 
para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang 
wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta 
pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau 
mengacaukan ekonomi rakyat. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan 
dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, 






3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. 
Secara defenisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan 
tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.25 
Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan 
hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya 
menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut 
ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung 
keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat 
merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di 
luar hukum itu sendiri. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada tiga yaitu: 
a. Akad (ijab qobul) 
Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu 
barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang 
disyariatkan sehingga tampak akibatnya.  
Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad 
diantaranya: Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi 
transaksi jual beli yang berjauhan. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak 
dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh 
menggunakan isyarat. Dengan cara ta‟ahi (saling memberi), misalnya, 
seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi 
tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan 
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besar imbalan. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, 
apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian 
orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja 
hal itu dipandang telah ada akad ida‟ (titipan) antara orang yang meletakkan 
barang titipan dengan jalan dalalah al hal.
 26
   
 
b. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli) 
Dua pihak terdiri dari bai‟ (penjual) dan mustari (pembeli), dan orang yang 
melakukan jual beli harus : Berakal, Dengan kehendaknya sendiri, Baligh, Keduanya 
tidak mubazir. 
c. Maukud „alaih (objek dagang)  
Syarat sah suatu objek dagang ialah : Suci, barang yang diperjual belikan 
harus ada, memiliki manfaat, dapat diserahkan serta kepemilikan sendiri atau telah 
memiliki wewenang untuk menjuanya.  
Sedangkan Syarat yang harus ada pada “setiap bentuk jual beli agar jual beli 
tersebut dianggap sah oleh syara’ adalah secara global akad jual beli harus terhindar 
dari empat macam „ayb yaitu:”27 
1) Ketidak jelasan (jahalah) 
Ketidak jelasan yang dimaksud di sini adalah ketidak jelasan serius yang 
mendatangkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan sulit 
untuk diselesaikan. Ketidak jelasan ini ada empat macam yaitu: 
                                                          
 
26
Dimyauddin Djuwaini,  Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
h. 80.  
 
27
Dimyauddin Djuwaini,  Pengantar Fikih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 




a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik sejenisnya, macamnya, atau 
kadarnya menurut pandangan pembeli 
b) Ketidak jelasan harga 
c) Ketidak jelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya penjual 
mensyaratkan diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam hal ini penjamin 
tersebut harus jelas, apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal. 
2) Penipuan (garar) 
Adanya ketidak jelasan tentang obyek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun 
keberadaan obyek tersebut, sehingga keberadaan barang tersebut masih diragukan 
oleh pembeli. 
3) Kemudaratan (dharar) 
Mengandung bahaya atau kerugian yang akan diterimah oleh penjual ketika 
terjadi serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil, dan lain 
sebagainya. 
4) Adanya unsur Dzulm (merugikan pihak lain). 
Keterangan lain dijelaskan bahwa suatu jual beli dikatakan tidak sah bila tidak 
terpenuhi dalam suatu akad, ada tujuh syarat sahnya jual beli yaitu: 
a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk 
melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dan hadis Nabi Riwayat Ibnu 
Majah yang artinya: “Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)” 




b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang 
telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yangdilakukan oleh anak dibawah 
umur, orang gila, idiot tidak sahkecuali dengan seizin walinya. 
c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah 
pihak. Maka tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. 
d) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Maka tidak boleh 
menjual barang haram. 
e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Maka tidak sah jual 
beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak bisa di serah terimakan. 
f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah 
menjual barang yang tidak jelas. 
g) Harga harus jelas saat transaksi. 
 
B. Penetapan Harga dalam Islam 
1. Pengertian Harga 
Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan 
berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan 
konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan 
harga tersebut. 
Pengertian harga sangat beragam menurut para ahli. Menurut Tjiptono, Harga 




yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang 
atau jasa.”28 
Kemudian menurut Simamora “harga ialah nilai uang yang harus dikeluarkan 
untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.”29 Berdasarkan beberapa 
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang 
ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan dan mendapatkan sejumlah kombinasi 
dari produk dan pelayanannya. 
2. Dasar Penetapan Harga 
Menurut Machfoedz  “penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran 
perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga.” Faktor 
eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan 
yang lain. 
3. Ketentuan Penetapan Harga dalam Islam 
Sebagian ulama menolak peran negara untuk mencampuri urusan ekonomi, di 
antaranya untuk menetapkan harga, sebagian ulama yang lain membenarkan negara 
untuk menetapkan harga. Perbedaan pendapat ini berdasarkan pada adanya hadis 
yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: “Orang orang mengatakan, wahai 
Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami. Rasulullah saw. bersabda,  
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 ٍةَىَنْظَِىة ُِنِِٱاَطُي ْهُْكنِو ٌدَح
َ
















ٱ  َيُو َ َّٱ 
 ٍااَو 
َ
لََو  ٍ َ  ِ (ه ور حجاو ية و و  ية )   
Artinya : 
“Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan 
melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam 
kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu 
kezalimanpun dalam darah dan harta. (HR. Abu Daud 3451 dan Ibnu Majah 
2200).  
 
Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil 
bagi pengharaman pematokan harga. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia 
berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga. Berdasarkan 
hadis ini pula, mazhab Hambali dan Syafi’i menyatakan bahwa negara tidak 
mempunyai hak untuk menetapkan harga.  Sedangkan Ibnu Qudhamah mengutip 
hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. 
Pertama rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk 
menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti rasulullah akan melaksanakannya. Kedua 
menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. “Hal ini karena 
melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada 
harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.”30 
Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, 
serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam 
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mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi 
penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.  
Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga 
pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu. 
Menurutnya “kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: Pertama, jika terjadi 
harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih 
tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki 
harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, 
dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak.  
Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menolak penetapan 
harga, meskipun pengikutnya memintanya, “Itu adalah sebuah kasus khusus dan 
bukan aturan umum. Itu bukan merupakan merupakan laporan bahwa seseorang tidak 
boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkanharga 
melebihi kompensasi yang ekuivalen. Ia membuktikan bahwa Rasulullah saw. sendiri 
menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi 
pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa 




Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu 
pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah 
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menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa 
mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Beliau 
memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan 
menerima kompensasi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-
apa. Kemudian Rasulullah saw. membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon 
tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu 
Taimiyah menjelasklan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi 
kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk 
memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena 
kebutuhan umum  itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu. 
4. Urgensi Penetepan Harga 
Islam melindungi hak pembeli dan penjual, oleh karena itu Islam 
membolehkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan 
intervensi harga antara lain : 
a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual 
dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power. 
b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga 
merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya ikhtikar atau ghaban 
faa-hisy. 
c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena 
pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual 




Intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (ceiling price) 
ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui makanisme pasar yaitu 
atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang 
ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim. 
 
C.  Konsumen Obat 
1. Pengertian Konsumen Obat 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
Pengertian umum konsumen secara analog dapat digunakan untuk 
mengkualifikasikan konsumen obat. Definisi singkat konsumen obat adalah setiap 
orang pemakai obat yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, 
keluarga, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk diperdagangkan.Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28F juga menyatakan 
setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 
2. Pengertian Obat Generik 
Obat Generik menurut Permenkes No. 089/Menkes/Per/l/1989 adalah obat 




yang dikandungnya, Contohnya: Parasetamol, Antalgin, Asam Mefenamat, 
Amoksisilin, Cefadroxyl, Loratadine, Ketoconazole, Acyclovir, dan lain-lain. Obat-
obat tersebut sama persis antara nama yang tertera di kemasan dengan kandungan zat 
aktifnya. Obat jenis ini biasanya dibuat setelah masa hak paten dari suatu obat telah 
berakhir dan menggunakan nama dagang sesuai dengan nama asli zat kimia yang 
dikandungnya. 
3. Macam-Macam Obat Generik 
Obat Generik terbagi menjadi 2 macam, yaitu Obat Generik Berlogo (OGB) 
dan Obat Generik Bermerek. Obat Generik Berlogo (OGB) adalah suatu jenis obat 
yang memiliki komposisi yang sama dengan obat patennya, namun tidak memiliki 
nama dagang. Obat Generik Berlogo ini dipasarkan menggunakan nama zat aktifnya 
sebagai nama produk. Sedangkan Obat Generik Bermerek (Branded Generic) adalah 
obat yang dibuat sesuai dengan komposisi obat paten setelah masa patennya berakhir 
dan obat ini dipasarkan dengan merek dagang dari produsennya (pabriknya).  
4. Kebijakan Obat Generik 
Kebijakan obat generik adalah salah satu kebijakan untuk mengendalikan 
harga obat, di mana obat dipasarkan dengan nama bahan aktifnya. Agar upaya 
pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan 
tersebut mencakup komponen-komponen berikut : 
a. Produksi obat generik dengan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB). Produksi 
dilakukan oleh produsen yang memenuhi syarat CPOB dan disesuaikan dengan 




b. Pengendalian mutu obat generik secara ketat. 
c. Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanankesehatan. 
d. Peresapan berdasarkan atas nama generik, bukan nama dagang. 
e. Penggantian (substitusi) dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit unit 
pelayanan kesehatan. 
f. Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat luas 
secara berkesinambungan. 
g. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat generik secara berkala. 
Produksi obat generik merupakan salah satu upaya penyediaan obat yang 
bermutu dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Obat generik 
umumnya memiliki harga yang lebih murah, beberapa faktor yang menyebabkan hal 
tersebut adalah 
1. Harga obat dengan nama dagang, terdapat komponen biaya promosi yang 
cukup tinggi mencapai sekitar 50% dari HET (Harga Eceran Tertinggi) baik 
melalui iklan untuk obat bebas/obat bebas terbatas dan melalui detailer untuk 
obat keras, sedangkan obat generik tidak dipromosikan secara khusus. 
2. Harga obat dengan nama dagang biasanya ditetapkan berdasarkan mekanisme 
pasar dengan memperhitungkan harga kompetitor, sedangkan harga obat 
generik lebih didasarkan pada biaya kalkulasi nyata. 
3. Harga obat dengan nama dagang biasanya mengikuti harga inovator dari obat 
yang sama, sedang obat generik di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah 




5. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Obat 
Penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang 
harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan 
untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak 
terlalu tinggi. Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat 
dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga 
maksimum atau biasa disebut Harga Eceran Tertinggi ( HET ) atau ceiling price. 
Maksud HET adalah bahwa suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi 
daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Jika HET ditetapkan sama dengan atau lebih tinggi daripada harga 
keseimbangan sebagaimana ditetentukan oleh supply dan demand di pasaran, 
maka penetapan harga ini tidak banyak pengaruhnya, dan hanya sekadar untuk 
mencegah para penjual menaikkan harga lebih daripada batas yang ditetapkan 





Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan Obat 
Generik kepada Pemerintah, Rumah Sakit,  dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya 
harus menggunakan Harga Neto  (HNA) plus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai 
harga patokan tertinggi. Tetapi dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan 
obat generik, pabrik obat atau PBF dapat menambahkan biaya distribusi maksimum 
sebesar 5% untuk Regional II (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Nusa 
Tenggara Barat), 10% untuk Regional III (Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan 
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Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan 
Gorontalo), dan 20% untuk Regional IV (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku 
Utara, Papua dan Papua Barat),  yang dimaksud HNA + PPN adalah harga jual pabrik 
obat dan/atau PBF kepada Pemerintah, Rumah Sakit,  dan Sarana Pelayanan 
Kesehatan lainnya. Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual , 
Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
33
 
Peraturan mengenai obat generik juga dijelaskan dalam KEPMENKES No. 
069/Menkes/SK/II/2006 tentang pencantuman HargaEceran Tertinggi (HET) Pada 
Label Obat pada bab III yaitu: 
a. Pencantuman HET pada label obat diterapkan sampai pada satuan kemasan 
terkecil. 
b. Pencantuman HET pada label obat berlaku baik untuk obat bebas maupun obat 
Etichal (obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter). 
c. HET yang dicantumkan pada label obat merupakan harga maksimum 
perkemasan. 
d. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan ukuran yang cukup besar 
dan warna yang jelas sehingga mudah dibaca. 
e. Pencantuman HET diletakkan pada tempat yang mudah terlihat. 
f. Pencantuman HET pada label obat dilakukan dengan dicap menggunakan tinta 
permanen yang tidak dapet dihapus atau dicetak pada kemasan. 
 
6. Ketentuan Penjualan Obat Generik dan Hak Konsumen Obat 
Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas 
produk barang dan/atau jasa yang dibeli, terdapat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini 
berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.
34
 
Salah satu tujuan UUPK adalah untuk mengangkat harkat dan martabat 
konsumen. Sebagai upaya menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa 
maka UUPK mengatur berbagai larangan bagi pelaku usaha. Ada banyak jenis 
pelanggaran yang dirangkum dalam pasal 8 ayat 1, namun dalam hal ini pelaku usaha 
atau pedagang obat khususnya  tidak mengindahkan pasal 8 ayat 1f UUPK yang 
mengharuskan pedagang menjual barang dagangan yang sesuai dengan apa yang 
tertera pada label.  
Pemerintah telah menetapkan peraturan pencantuman Harga Eceran Tertinggi 
dengan tujuan untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan 
karena banyaknya variasi harga obat yang beredar di pasaran dan ini telah 
menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dalam memperoleh harga obat yang 
dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan karena konsumen berhak untuk mendapatkan 
informasi yang lengkap dan benar terhadap barang yang dibelinya. Dalam hal ini 
diperlukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus. Salah satu media 
yang diperlukan adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak atau mendorong 
konsumen untuk lebih bijak dalam menentukan pilihan. Artinya konsumen harus 
memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang barang dan ketentuannya. Melalui iklan 
tersebut diharapkan konsumen akan menyadari dan paham dengan hak-hak dan 
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kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, juga untuk menyadarkan para pelaku 
usaha untuk selalu melindungi hak-hak konsumen.  Dalam hal ini peran BPOM juga 
sangat diharapkan untuk memantau proses penjualan obat yang terjadi di masyarakat. 
Dengan demikian, pelaku usaha atau pedagang obat tidak sewenang-wenang dalam 
menjalankan usahanya. 
Pengaturan secara khusus hak-hak konsumen obat di Indonesia atas informasi 
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
menyatakan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang 
kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Setiap orang juga berhak 
memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan 
pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. 
Konsumen obat juga memiliki beberapa hak terkait informasi yang dilindungi 
oleh Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK yang meliputi hak atas informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta 
hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.  
Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui beberapa undang-
undang secara khusus. Tujuannya adalah agar pelaku usaha tidak bertindak 




                                                          
35





























A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif field research, yaitu 
penelitian dimana peneliti harus terjun ke lapangan untuk menemukan dan melakukan 
observasi, sehingga dapat menghayati langsung keadaan yang sebenarnya.
26
 Jenis 
penelitian ini ingin mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu kejadian 
peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat.  
Penelitian ini berlokasikan di Apotek Inggit Medika 2, Jl. Goa Ria, Sudiang, 
Makassar dan dilakukan selama bulan Oktober 2017. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan 
bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan 
fenomenologi. Pendekatan fenomenologi didasari oleh fakta yang disadari dan masuk 
ke dalam pemahaman manusia. Fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung 
manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. 
Pendekatan fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia 
mengonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa data- data 
penelitian, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
27
 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data utama yang langsung di peroleh dari sumber data 
utama. Dalam hal ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian 
ini, yaitu wawancara langsung dengan pihak Apotek Inggit Medika 2. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (peneliti).
28
 Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti 
sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti buku-buku mengenai jual 
beli dalam Islam, dan dokumen-dokumen ataupun catatan yang berkaitan dengan jual 
beli islami dan Hak-hak konsumen.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 
memeperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk 
memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam skrpsi ini dibutuhkan suatu 
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metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Observasi 
 Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan 
untuk mengamati peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, 
mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatatat subjek penelitiannya. Selain itu, 
penulis melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi 




Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan 
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). 
Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar “wawancara adalah 
tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”, sehingga 
mendapatkan data yang diperlukan.
30
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Metode wawacara yang penulis gunakan adalah metode wawancara 
terstruktur, yaitu pedoman wawacara yang semuanya telah dirumuskan dengan 
cermat sehingga dalam wawacara menjadi lancar dan tidak kaku.
31
 
3. Telaah Dokumen 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam 
melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 
misalnya peraturan serta kebijakan. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara.  
Telaah dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.
32
 Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai 
jenis kegiatan jual beli obat yang terdokumentasi dalam berbagai buku ataupun 
catatan-catatan kegiatan Apotek. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif ini peneliti sendiri menjadi instrumen atau alat 
penelitian seperti yang ditulis Sugiyono "Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 
instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti 
sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif  siap 
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti 
sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, 
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penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki 
obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya".
33
 
Dalam kegiatan penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara, yaitu 
berupa daftar pertanyaan terbuka (interview guide). Seperti dikatakan Sugiyono, 
instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri.  
Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau 
pewawancara sebagai instumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. 




1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan singkat 
yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. 
Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan 
diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan 
lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban 
ya atau tidak. Peneliti menggunakan data tertulis (berupa data-data) salah 
satunya yaitu tentang Jual Beli dalam Islam. 
2. Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti, tape 
recorder, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil 
wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman dipergunakan 
apabila peneliti atau pewancara megalami kesulitan untuk mencatat hasil 
wawancara mendalam. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan 
Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka 
proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data 
yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan 
data sebagai berikut: 
a. Editing  
Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-
berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).
35
 
Berarti dalam penelitian ini penulis kembali melakukaan penelitian terhadap data-data 
yang diperoleh, baik berupa data primer maupun data skunder yang berhubungan 
dengan data penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut 
sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga 
kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir. 
b. Klasifikasi  
Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah 
pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data 
yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. 
Tujannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya. 
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c. Konklusi  
Proses ini dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah 
diolah sehingga mampu menjawab masalah terkait objek penelitian yang dilakukan 
oleh penulis. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis isi, 
yang dalam penerapannya harus didasarkan pada dua aspek penting, yaitu data 
(dokumen, naskah dan literatur) adalah produk dari dialektika sejarah, dan akibatnya, 




Dalam analisis data dilakukan proses pengumpulan data. Setelah terkumpul 
kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, dipilih data untuk 
kemudian diambil data yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya diadakan secara 
sistematis yaitu rakitan organisasi informasi data sehingga memungkinkan untuk 
ditarik kesimpulan berdasarkam kumpulan data tersebut 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Menurut Wiliam 
Wiersma, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 
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data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagi waktu. Dengan demikian 
terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. 
Uji keabsahan melalui trianggulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 
kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat uji 
statistik. Sesuatu yang dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran 
orang banyak atau kebenaran stakeholder. “Kebenaran bukan hanya muncul dari 
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Definisi apotek menurut PP 51 Tahun 2009 ialah, suatu tempat atau terminal 




Menurut Keputusan Menkes RI No.1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek 
merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan 
penyaluran obat kepada masyarakat.
39
 yang di maksud pekerjaan kefarmasian 
diantaranya pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan sediaan obat, 
peracikan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi serta memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan kefarmasian yang terdiri dari 
obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetik.  
3. Sejarah Apotek Inggit Medika 2 
Apotek Inggit Medika 2 didirikan pada tahun 2010, apotek ini merupakan 
cabang dari Apotek Inggit Medika yang berlokasi di Bumi Tamalanrea Permai.  
Banyaknya pelanggan pada Apotek inggit medika menginspirasi seorang apoteker 
untuk membuka cabang kedua yang berlokasi di sudiang. Pada pertengahan tahun 
2010 keluarlah surat izin dengan No. Izin : 442/52-14/Apt/DKK/V/2010 untuk 
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mendirikan apotek Inggit Medika 2 ini. Apotek ini memiliki penanggung jawab atas 
nama Nur Dyamsia, S. Si., Apt. dan berlokasi di jl. Goa Ria No. 5. 
Seiring berjalannya waktu, apotek Inggit Medika 2 ini menjadi lebih dekat 
dihati masyarakat dikarenakan apotek ini juga membuka klinik yang menyediakan 
jasa dokter praktek, serta memiliki berbagai macam jenis obat yang terdiri dari obat 
generik dan obat paten. Sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan obat mereka. Pelanggan apotek ini berasal dari semua kalangan 
strata sosial masyarakat yang  membeli obat dengan resep dari dokter praktek, klinik, 
puskesmas serta rumah sakit terdekat. 
"Apotek ini berdiri sudah lama jadi memang sudah banyak pasien yang 




Lokasi yang strategis membuat apotek ini semakin digemari oleh masyarakat, 
selain menyediakan jasa dokter praktek, apotek ini juga dekat dengan "Rumah Sakit 
Ibu dan Anak Malebu Husada" serta Puskesmas Sudiang Raya. Apotek ini juga 
terletak di antara deretan perumahan yang ramai di wilayah sudiang diantaranya, 
Perumahan Puri Taman Rahmala, BTN Angkasa Pura dan BTN Moreisya. 
4. Tujuan Berdirinya Apotek Inggit Medika 2 
sebagai tempat pengabdian profesi apoteker, menyediakan dan menyalurkan 
obat serta perbekalan farmasi lainnya kepada masyarakat dan berperan sebagai 
lembaga informasi obat yang menyediakan layanan komunikasi, informasi, dan 
edukasi di bidang farmasi kepada masyarakat yang membutuhkannya 
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5. Visi dan Misi Apotek Inggit medika 2 
a. Visi Apotek Inggit Medika 2 
Menjadi apotek yang menerapkan pelayanan kefarmasian yang bermutu, 
berkualitas, terpercaya dan memberikan pelayanan maksimal serta menyeluruh 
bagi masyarakat 
b. Misi Apotek Inggit Medika 2 
1) Menyediakan obat yang asli dan terjangkau oleh masyarakat. 
2) Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, dan informatif. 
3) Mengevaluasi kinerja di apotek secara rutin dan menyeluruh serta senantiasa 
melakukan perbaikan. 
6. Struktur Apotek Inggit Medika 2 
Apotek & Klinik Inggit Medika 2 ini memiliki  seorang pimpinan, dalam hal 
ini ialah orang yang mempunyai Apotek (Pemilik Sarana Apotek), yang menyediakan 
modal dalam pendirian apotek serta penyediaan obat. Pada apotek Inggit Medika 2 ini 
yang bertindak sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA) adalah seorang dokter yang 
sejatinya memiliki tugas memeriksa kondisi pasien serta meresepkan obat yang sesuai 
dengan keadaan pasien. Kemudian terdapat Apoteker yang  memberikan 
perlindungan baik secara hukum maupun secara teknik. Selanjutnya terdapat 3 asisten 
apoteker yang bekerja secara bergiliran. Tugas dari asisten apoteker disini ialah untuk 
menyediakan obat yang telah diresepkan oleh dokter di klinik inggit medika 2 




"Tugas saya memberikan obat sesuai resep dari dokter, terus biasanya saya juga 
cek obat-obatan yang sudah kosong. Di sini juga tidak ada kasir khusus jadi 




Apotek & Klinik ini berdiri diatas ruko yang tidak terlalu besar sehingga 
hanya mempekerjakan beberapa orang saja, jadi pada umumnya tugas asisten 
apoteker di apotek ini juga merangkap menjadi kasir dalam setiap transaksi obat yang 
dilakukan. 
 
B. Realita Penjualan Obat Generik pada Apotek Inggit Medika 2 
1. Mekanisme Penjualan Obat Generik 
Masyarakat menjadikan apotek sebagai salah satu tempat pemenuhan 
kebutuhan obat mereka, seperti pada masyarakat wilayah sudiang yang sudah terbiasa 




Jual beli obat pada Apotek Inggit Medika 2 masuk dalam kategori jual beli 
muthlaq yang dilihat dari segi pertukarannya, dimana terjadi pertukaran antara barang 
dengan barang yang telah disepakati sebagai alat tukar.  
Mekanisme penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 ini bersifat 
langsung, pasien yang memeriksakan diri pada klinik Inggit Medika 2 ini akan 
diberikan resep yang sesuai dengan keadaannya kemudian pasien menebus resep 
tersebut di asisten apoteker yang bertugas. Sama halnya dengan pembeli yang 
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membeli obat tanpa resep dapat langsung melakukan transaksi dengan seorang asisten 
apoteker. 
Proses terjadinya akad dalam transaksi jual beli obat berlangsung ketika 
pembeli menanyakan ketersedian obat kemudian pihak penjual menyebutkan harga 
jual obat sampai ketika pembeli membayar obat tersebut sesuai dengan harga yang 
telah ditawarkan oleh pihak penjual (apotek), sebagai contoh percakapan berikut : 
Pembeli : ada Lansoprazole ta? 
Penjual   : ada pak 
Pembeli  : berapa harganya dek 
Penjual   : Rp. 8,000 pak
43
 
Dari percakapan antara penjual dan pembeli dapat diketahui bahwa telah 
terjadi ijab dan qabul, ketika pihak penjual menginformasikan harga obatnya maka 
terjadilah ijab, sementara di saat pembeli menebus obat tersebut maka telah terjadi 
qabul dari pihak pembeli.  
Penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 ini memang tidak 
sebanyak obat paten, hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang 
belum mengerti dan memahami obat generik itu sendiri. Beberapa masyarakat hanya 
memahami bahwa obat generik itu adalah obat murah, dan meragukan khasiatnya. 
Namun ada juga masyarakat yang sudah mengenal obat generik, dan ini tentu 
mempengaruhi keputusan pembeli dalam meilih obat yang akan di belinya. 
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  Keputusan pembeli dalam membeli obat generik pada Apotek Inggit Medika 
2 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah berdasarkan resep yang 




Ketika Pasien memeriksakan diri pada klinik Inggit Medika 2, maka dokter 
akan memeriksa keadaan pasien kemudian memberikan resep obat yang sesuai 
dengan keadaan pasien. Peresepan yang dilakukan oleh dokter bersifat fleksibel, 
biasanya dokter akan meresepkan obat-obat paten yang telah lama bekerjasama 
dengan pihak apotek, namun tidak menutup kemungkinan dokter memberikan obat 
generik yang harganya lebih murah dibanding obat paten.  
Keputusan dalam membeli obat generik juga dipengaruhi oleh ketersediaan 
obat paten, terkadang jika pembeli menginginkan obat paten tertentu namun obat 
tersebut telah habis stoknya di apotek maka apoteker/asisten apoteker akan 
menyarankan obat generik dengan kandungan yang sama. 
Faktor ketiga adalah keinginan dari pasien itu sendiri, terkadang terdapat 
beberapa pasien yang sudah akrab dengan berbagai jenis obat generik dan menjadikan 
obat generik sebagai pilihan utamanya karena harganya yang terjangkau dan khasiat 
obat generik yang dapat mereka andalkan. 
Ketidak tahuan masyarakat terhadap obat generik merupakan tugas bagi para 
apoteker dalam hal memberikan pemahaman mengenai obat generik, dimulai dari 
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kandungan obat, khasiat, kontra indikasi, harga eceran tertinggi serta aturan pakai 
obat. Informasi mengenai obat generik sangat perlu dilakukan agar supaya 
masyarakat memiliki alternatif lain dalam memenuhi kebutuhan obat mereka. 
Pelayanan obat pada apotek merupakan tugas utama apoteker namun apabila 
apoteker berhalangan untuk hadir maka apoteker harus menunjuk apoteker 
pendamping. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI 
No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin 
apotek pada poin 10, 13 & 14 
10) Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugas pada jam 
buka apotek, apoteker pengelola aptek harus menunjuk apoteker pendamping. 
13) Dalam pelaksanaan pengelolaan apotek, Apoteker pengelola Apotek dapat 
dibantu oleh asisten apoteker. 





Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Praktik penjualan obat 
pada Apotek Inggit Medika 2 didominasi oleh asisten apoteker dan non apoteker. 
Apoteker yang sejatinya menjadi sarana informasi obat bagi masyarakat jarang 
ditemui pada apotek ini, sehingga dalam praktik penjualan obat yang dilakukan tidak 
pernah memberikan informasi kepada pembeli mengenai obat generik, baik itu dari 
segi khasiat maupun harga eceran yang telah ditetapkan untuk setiap obat generik. 
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2. Mekanisme Penetapan Harga Obat Generik 
Penetapan Harga Eceran Tertinggi merupakan kewenangan pemerintah dalam 
mengorganisir harga yang beredar di pasaran dan memiliki tujuan agar masyarakat 
dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi. Objek pada penelitian ini adalah obat 
generik, yang telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) nya oleh pemerintah. 
Obat generik yang tersedia pada Apotek Inggit Medika 2 ini telah dicantumkan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) pada setiap label obatnya,  
Harga Eceran Tertinggi merupakan salah satu informasi yang wajib ada dan 
tertera jelas pada setiap label obat, namun kebanyakan masyarakat tidak mengerti 
atau bahkan tidak mengetahui adanya patokan harga yang telah diberikan oleh 
pemerintah sehingga kebanyakan pembeli menerima begitu saja. Meskipun ada juga 
sebagian pembeli yang sadar dan tahu akan adanya HET dan mengaku heran dengan 
fungsi penetapan HET yang tidak pernah sesuai dengan harga yang dibelinya.
46
 
Menurut pimpinan Apotek Inggit Medika 2 dalam menentukan harga setiap 
obat yang dijual selalu berpatokan dengan HET yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah, mereka menentukan harga jual setelah membeli obat pada Pedagang 
Besar Farmasi (PBF), kemudian mematok harga jual dengan menaikkan sedikit harga 
dari harga modal.
47
 Panjangnya rantai distribusi obat juga menjadi salah satu faktor 
yang mempengaruhi proses penetapan harga jual obat. Proses pemesanan obat 
dilakukan oleh pihak apotek sendiri kepada PBF yang sudah bekerjasama dengan 
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apotek. Berikut skema pendistribusian obat dari industri farmasi hingga sampai ke 
tangan konsumen/pasien. 
Gambar 4.1 











Sumber : wawancara pada pemilik Apotek Inggit Medika 2 
Aotek Inggit Medika 2 telah bekerja sama dengan PBF distributor utama dan 
distributor kedua dalam melengkapi ketersediaan obatnya. sehingga dalam 
menetapkan harga jual obat generik, pihak apotek berpatokan pada harga modal yang 
dikeluarkannya untuk memperoleh obat. Harga Eceran Tertinggi yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah tidak lagi menjadi acuan utama. 
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa obat generik yang 
dijual melebihi HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, meskipun terdapat juga 




dan tidak terlalu jauh dari harga sebelumnya karena alasan tidak adanya uang puluhan 
rupiah seperti Rp. 50, yang beredar di masyarakat. Adapula obat-obat generik yang 
dijual dengan harga yang tidak melebihi HET. 
Terdapat banyak sekali obat-obat generik yang melebihi Harga Eceran 
Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, meskipun ada juga obat generik yang dijual 
tidak melebihi HET, namun persentase obat yang mengalami kenaikan lebih banyak 
dibanding obat yang tidak mengalami kenaikan. Obat-obatan yang banyak dinaikkan 
harganya oleh apotek adalah obat-obatan yang memiliki resep dengan jangka 
konsumsi yang cukup lama. Obat-obatan dengan jangka waktu konsumsi tertentu 
membuat pasien/pembeli tidak dapat menolak untuk tidak membeli obat tersebut. 
Tingginya angka penyakit tertentu di Kota Makassar (lihat tabel 1.1) juga menjadi 
salah satu alasan apotek meninggikan harga jual obat.  
Tabel 4.1 
Daftar Harga Obat Generik Apotek Inggit Medika 2 yang Melebihi HET 
 










1 Ambroxol Tab Batuk 1,688 3,000 78% 
2 Asam Mefenamat Anti Radang 2,376 4,000 68% 
3 Antasida Doen tab Gastritis/Maag 2,187 3,000 37% 
4 Betamethasone Dermatitis 2,519 5,000 98% 
5 Cetirizine Influenza/Pilek 4,232 5,000 18% 
6 Dexamethasone Anti Radang 1,174 2,000 70% 
7 Digoxin Kardiovaskular 1,930 3,000 55% 




9 Ethambutol TB/Antibiotik 4,698 15,000 219% 
10 Famotidine Pencernaan 1,526 2,000 31% 
11 Furosemide Ginjal 1,363 3,000 120% 
12 Gemfibrozil Kolesterol 3,926 5,000 27% 
13 Glibenclamide 5 mg Diabetes 972 3,000 209% 
14 Griseofulven 250 mg Batuk 6,075 16,000 163% 
15 Ibuprofen 400 mg Analgetik 2,768 4,000 45% 
16 Loperamide HCL Diare 1,235 4,000 224% 
17 Loratadine Influenza/Pilek 4,496 6,000 33% 
18 Metformin 500 mg Diabetes 2,450 3,000 22% 
19 Metoclopramide 10 mg Mual/Muntah 1,485 3,000 102% 
20 Metoclopramide 5 mg Mual/Muntah 1,063 2,000 88% 
21 Metronidazole Anti Jamur 1,312 3,000 129% 
22 Natrium Diklofenak 25 mg Anti Radang 2,263 4,000 77% 
23 Natrium Diklofenak 50 mg Anti Radang 2,938 5,000 100% 
24 Nifedipine Kolesterol 1,741 3,000 100% 
25 Omeprazole Gastritis/Maag 3,307 8,000 142% 
26 Papaverin Kolesterol 1,343 3,000 123% 
27 Paracetamol tab Analgetik 1,417 3,000 112% 
28 Piroxicam 10 mg Anti Radang 1,134 4,000 253% 
29 Piroxicam 20 mg Anti Radang 1,417 5,000 253% 
30 Prednisone Kolesterol 84 200 138% 
31 Propanolol 40 mg Kardiovaskular 1,633 2,000 22% 
32 Ranitidin Gastritis/Maag 2,970 3,000 1% 
33 Rifampicin 450 mg TB/Antibiotik 5,625 9,000 60% 
34 Salbutamol 2 mg Asma 1,050 3,000 186% 
35 Salbutamol 4 mg Asma 1,218 3,000 146% 
36 Tetracyline Antibiotik 3,469 5,000 44% 




Dari total 65 jenis obat generik yang di jual pada Apotek Inggit Medika 2, 
terdapat 36 obat generik yang melebihi HET, 19 obat dijual dengan harga di bawah 
HET dan 10 obat lainnya belum memiliki HET yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Beberapa obat generik yang didistribusikan oleh Pedagang Besar Farmasi 
(PBF) distributor kedua memang telah dijual melebihi HET sehingga obat generik 
yang dijual pada apotek jelas mengalami kenaikan dari HET ketetapan pemerintah.
48
 
Adanya perbedaan harga jual obat generik pada apotek disebabkan oleh 
karena apotek dapat menentukan harga obat secara bebas atas berbagai pertimbangan 
bahwa harga jual obat ditentukan oleh provider apotek secara bebas.
49
 Harga obat 
ditingkat pengecer seperti di apotek akan dipengaruhi oleh faktor besarnya marjin 
ataupun biaya operasional lainnya yang diambil oleh provider apotek.
 
 
Obat dalam hal ini sebagai barang ekonomis yang tersedia di apotek dapat 
dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan (supply and demand).
50
 Jika penawaran 
barang tetap atau berkurang sedangkan permintaan meningkat, maka akan terjadi 
kenaikan harga. Harga suatu barang termasuk harga obat sangat dipengaruhi oleh 
adanya kompetisi harga di pasar, karena dengan meningkatnya kompetisi antar 
supplier biasanya terdapat harga yang rendah. Banyaknya jumlah dan jenis produk 
obat yang berbeda juga meningkatkan kompetisi tersebut dan banyaknya permintaan 
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barang dan jasa dalam ilmu ekonomi akan mempengaruhi harga barang dan 
cenderung meningkat.  
Harga jual obat pada apotek berbeda dengan harga jual barang yang dapat 
sewaktu-waktu mengalami penurunan permintaan dan menjadi barang yang 
tersimpan lama, sehingga menurunkan harga jualnya. Karena dalam perencanaan 
kebutuhan penjualan pada apotek telah ditetapkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 
melalui analisis ABC dan VEN.
51
 Analisis ABC ditentukan berdasarkan skala 
prioritas obat yang menghabiskan biaya terbesar. Sedangkan analisis VEN adalah 
perencanaan kebutuhan obat termasuk Vital (harus tersedia), Esensial (perlu tersedia), 
dan Non Esensial (tidak prioritas untuk disediakan). Sehingga suatu obat yang slow 
moving (lambat terjual) tidak akan mengalami penurunan harga. Selain itu diketahui 
Apotek & Klinik Inggit medika 2  ini telah memiliki pelanggan tetap, hal ini berarti 
pihak mereka menyimpan Medication History Taking (MHT) yang merupakan 
catatan pasien dengan obat berkelanjutan, pasien dengan multi penyakit, pasien 
dengan riwayat efek samping obat. MHT sangat membantu apotek dalam 
menganalisa kebutuhan obat yang paling dibutuhkan pasien.  
Kebutuhan obat sangat mempengaruhi harga, obat-obatan dengan prevalensi 
tinggi di kota makassar memungkinkaan terjadinya kelangkaan obat. Peneliti telah 
meninjau ketersediaan salah satu obat dengan kuantitas pasien terbanyak di kota 
makassar, yaitu obat Ethambutol sebagai obat TBC. Dari 6 apotek yang terdapat di 
Kelurahan Sudiang Raya mengaku bahwa stok obat Ethambutolnya telah habis. Obat 
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Ethambutol merupakan salah satu obat yang mengalami kenaikan cukup tinggi dari 
HET. Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4,698 dan dijual 
dengan harga Rp. 15,000 pada Apotek Inggit Medika 2. 
Selain obat Ethambuthol, peneliti mengambil sampel lain sebagai pembanding 
harga dengan apotek sekitar Apotek Inggit Medika 2. Obat yang dijadikan sampel 
disini ialah Asam Mefenamat (obat anti radang) dan obat Loperamide (obat diare). 
Pengambilan sampel obat dengan merek Asam Mefenamat dan Loperamide 
didasari karena obat ini adalah obat yang dapat diperoleh tanpa resep dokter dan telah 
dikenal secara umum oleh masyarakat serta mampu meringankan rasa nyeri di 
beberapa bagian tubuh sehingga membuat masyarakat menjadikan obat ini sebagai 
obat segala penyakit. 
Tabel 4.2 





(HET Rp. 2,376) 
Loperamide 
(HET Rp. 1,235) 
1. Apotek Inggit Medika 2 Rp. 4,000 Rp. 4,000 
2. Apotek Zam-Zam Medika Rp. 2,000 Rp. 2,000 
3. Apotek JN Farma Rp. 2,500 Rp. 2,000 
4. Apotek Perrenial Rp. 2,000 Rp. 2,000 
5. Apotek Goa Ria Rp. 2,000 Rp. 2,000 
6. Apotek Syafaat Rp. 2,000 Rp. 2,000 
Apotek Inggit Medika 2 dalam menetapkan harga jualnya telah melebihi HET 
ketetapan pemerintah dan menjadi satu-satunya apotek di Kelurahan Sudiang Raya 




Beberapa apotek juga menjual dengan harga yang melebihi HET akan tetapi apotek 
tersebut menjual dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran dan menetapkan 
harga yang tidak terlalu jauh dari ketetapan harga yang sesungguhnya.  
 
C. Analisis  Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi HET 
Islam adalah agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh 
manusia. Islam senantiasa mengajarkan agar manusia mengedepankan keadilan, 
keseimbangan dan juga kesejahteraan bagi semuanya. Islam tidak mengajarkan pada 
kesenjangan sosial, prinsip siapa cepat siapa menang, atau pada kekuasaan hanya 
dalam satu kelompok atau orang tertentu saja. 
Praktik penjualan obat generik yang melebihi harga eceran tertinggi maupun 
harga pasar masuk dalam kategori tadlis dalam harga (ghaban), yakni menjual barang 
dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan 
pembeli. Tadlis dalam harga terjadi ketika penjual memanfaatkan ketidaktahuaan 
calon pembeli terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) atau harga pasar dengan cara 
memasang harga tinggi jauh diatas harga pasar, dan berharap memperoleh 
keuntungan yang banyak dari hasil penjualan yang melebihi harga pasar.  
Islam tidak pernah menentukan batasan keuntungan bagi penjual, namun 
apabila telah ditentukan harga untuk suatu komoditas tertentu maka pembeli tidak 
seharusnya dikelabui mengenai harga yang telah ditetapkan. 
Setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan dalam melakukan kegiatan jual 




dibangun  berdasarkan rancangan yang menyeluruh, terdiri atas atap, tiang, dan 
landasan.
52
 Landasan Ekonomi Islam dalam mengatur kegiatan ekonomi ialah : 
1. Prinsip Tauhid 
Tauhid ialah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan 
Tuhannya, segala aktivitas ekonomi yang dilakuakan oleh seorang muslim akan 
sangat terjaga karena ia merasa  bahwa Allah swt. selalu melihat apa yang 
dilakukannya  
Ketika prinsip tauhid diterapkan dalam kegiatan jual beli maka tidak akan ada 
lagi kecurangan dan kedzaliman yang terjadi pada semua praktik jual beli. Prinsip ini 
merupakan inti dari kegiatan ekonomi. 
Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam kegiatan jual beli, maka seorang 
pengusaha muslim tidak akan : 
a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam 
bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. 
b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada 
Allah swt.  
c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau 
kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa 
semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana. 
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Penetapan harga jual pada Apotek Inggit Medika 2 ini masuk dalam kategori 
tadlis dalam harga. Pihak apotek memasang harga tinggi dengan memanfaatkan 
ketidaktahuan pembeli terhadap HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harga 
jual pada Apotek Inggit Medika 2 merupakan harga termahal diantara apotek-apotek 
kelurahan Sudiang Raya. 
"Harga di sini memang yang paling mahal, saya pernah beli obat Ampicilin di 





Banyaknya pembeli yang tidak tahu menahu mengenai HET membuat pihak 
apotek bisa dengan leluasa meninggikan harga jualnya. Dari 8 pembeli pada Apotek 




Apotek Inggit Medika 2 dalam menetapkan harga jualnya tidak 
mempertimbangkan hak konsumen dan hanya berorientasi pada keuntungan. 
Sehingga dalam penetapan harganya mengandung unsur keserakahan. Harga obat 
generik pada Apotek Inggit Medika 2 seharusnya dapat ditekan menjadi lebih rendah 
karena sedikitnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan apotek dalam memperoleh 
obatnya. Pemesanan obat dilakukan langsung ke indusrtri obat melalui e-catalogue  
dari LKPP dan memungkinkan untuk memperoleh diskon jika dipesan dalam jumlah 
banyak. Pemesanan obat lainnya juga dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
distributor kedua yang berada di Makassar maupun di luar kota Makassar. Biaya 
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penjagaan yang harus dikeluarkan oleh pihak apotek juga tidak terlalu banyak, dalam 
hal ini Apotek Inggit Medika 2 mempekerjakan 3 asisten apoteker untuk menjaga dan 
melayani pembelian obat pada apotek.  
2. Adil 
Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang 
berbuat curang atau berlaku dzalim. Allah telah menghalalkan  jual beli kepada 
hamba-hamba Nya dengan syarat tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang 
bathil Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa / 4 : 29 
 
















 يُنَو َء َييِ
َّ





  لۡبَهُكنِّو... ٢٩ 
 Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 




Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan 
batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan 
dengan jalan lain  yang tidak dibenarkan Allah swt. kecuali dengan jalan perniagaan 
atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. 
Apotek Inggit Medika 2 dalam praktik penjualannya menawarkan harga obat 
dengan harga yang sangat tinggi melampaui ketetentuan yang telah ditetapkan 
pemerintah serta harga pasaran, Pihak apotek tidak mengizinkan adanya penawaran 
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harga pada obat-obatan yang dijualnya. Dalam hal ini pihak apotek telah mengambil 
hak konsumen untuk memperoleh obat dengan harga yang terjangkau. Konsumen 
memiliki hak untuk memperoleh obat yang sesuai dengan tampilan label obat yang 
juga mencantumkan Harga Eceran Tertinggi. 
penjualan obat generik di Apotek tidak sejalan dengan Undang-Undang yang 
berlaku, dalam hal ini pasal 8 ayat 1f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
menyatakan : 
"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 
dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada label, etiket, 




Harga merupakan salah satu informasi yang wajib diletakkan pada label obat, 
apabila pihak apotek menjual obat melebihi HET pada label maka konsumen berhak 
menanyakan selisih harga tersebut. Jika kenaikan harga jual tidak terlalu tinggi 
konsumen masih dapat memberikan toleransi. 
Ketidaktahuan konsumen mengenai Harga Eceran Tertinggi memancing pihak 
apotek untuk menjual obatnya dengan harga yang tinggi untuk meraup keuntungan 
yang sebesar-besarnya. Sementara tujuan utama bisnis sesungguhnya bukan untuk 
mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain, dan 
melalui itu ia bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya. Senada dengan apa yang 
dikatakan oleh Matsushita.
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 Dijelaskannya, bahwa tujuan bisnis sebenarnya 
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bukanlah mencari keuntungan melainkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. 
Sedangkan keuntungan tidak lain hanyalah simbol kepercaaan masyarakat atas 
kegiatan bisnis. Menurut al-Ghazali  motif berdagang adalah mencari keuntungan. 
Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, 
sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. al-Ghazali dengan tegas menyebutkan 
bahwa keuntungan bisnis yang ingin  dicapai seorang pedagang adalah keuntungan 
dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. yang dimaksud dengan keuntungan 
akhirat adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari 
modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari 
realisasi ta‟awun (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat 
untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, 
berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari`ah, 
maka ia dinilai sebagai ibadah. 
3. Kehendak Bebas (free will) 
Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, selama 
kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka 
lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk 
aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. 
Islam tidak pernah mengatur batasan dalam keuntungan. Islam memberikan 
kebebasan dalam mencari keuntungan, selama keuntungan itu tidak bersifat 
mendzalimi. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. namun jika sudah ada 




saat itu. Bahkan sudah sepantasnya pedagang / pihak apotek  memberitahukan pada 
pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga 
yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, 
maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang 
telah ada di pasaran. 
Pemerintah telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) obat serta 
penginformasiannya kepada pembeli dalam Peraturan Menteri Kesehatan Tentang 
Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.  
Pada bab III tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat pada 
pelayanan kefarmasian pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 
1) Apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik  hanya dapat 
menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET. 
2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko 
obat, dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik dapat menjual obat dengan 
harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah 
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3) Dalam hal apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik menjual 
obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
maka  apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit / klinik harus 




Apotek dalam konteks perundangan-undangan dituntut untuk menjual obat 
generik sama dengan atau kurang dari HET yang telah ditetapkan, namun dalam 
tinjauan Islam harga merupakan kerelaan antara penjual dan pembeli. Rasulullah saw. 
sekalipun enggan menetapkan harga bagi kaumnya meskipun telah diminta berkali-
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kali oleh kaumnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas sebagaimana berikut: 
“Orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga 
untuk kami. Rasulullah saw. bersabda,  
 ٍةَىَنْظَِىة ُِنِِٱاَطُي ْهُْكنِو ٌدَح
َ
















ٱ  َيُو َ َّٱ 
 ٍااَو 
َ
لََو  ٍ َ  ِ(ه ور حجاو ية و و  ية )  
Artinya : 
“Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan 
melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam 
kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu 
kezalimanpun dalam darah dan harta. (HR. Abu Daud 3451 dan Ibnu Majah 
2200). 
 
Asy-Syaukani menyatakan, hadis ini dan hadis yang senada dijadikan dalil 
bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan 
suatu kezaliman (yaitu penguasa memerintahkah para penghuni pasar agar tidak 
menjual barang barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian 
melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut). Alasannya 
bahwa manusia dikuasakan atas harta mereka sedangkan pematokan harga adalah 
pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang imam diperintahkan untuk memelihara 
kemashalatan umat Islam. Pertimbangannya kepada kepentingan pembeli dengan 
menurunkan harga tidak lebih berhak dari pertimbangan kepada kepentingan penjual 
dengan pemenuhan harga. Jika kedua persoalan tersebut saling bertentangan, maka 




sedangkan mengharuskan pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak 
disetujukan adalah pertentangan dengan firman Allah.
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Penetapan harga obat oleh pemerintah didasari oleh dugaan adanya indikasi 
kartel dalam penjualan obat, sehingga Komisi Persaingan Pelaku Usaha (KPPU) 
mendesak pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi pada obat. Pada 
tahun 2006 keluarlah KEPMENKES No. 069/Menkes/SK/II/2006 tentang 
pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET), yang sampai saat ini masih berlaku. 
Harga-harga obat yang ditetapkan oleh pemerintah telah direvisi sebanyak dua kali 
yakni di tahun 2010 dan tahun 2012.  
Keadaan pasar atau harga obat dipasaran lebih mempengaruhi penetapan 
harga pada apotek, sehingga beberapa apotek tidak dapat menyesuaikan harga jual 
dengan HET ketetapan pemerintah. Dalam Islam tidak terdapat batasan keuntungan 
yang ditetapkan hanya saja harga yang dipasang tidak boleh mendzalimi pihak 
pembeli dengan kata lain meninggikan harga jual atau menurunkan harga jual 
sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar. 
4. Tanggung Jawab 
Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia 
karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. untuk 
memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertaggungjawabkan 
tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia 
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menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan 
bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. 
Pihak apotek telah menentukan harga jualnya melebihi HET serta harga 
pasaran sehingga dalam hal ini apotek harus dapat menerima konsekuensi jika ada 
pembeli yang menawar harga obat generiknya sesuai dengan harga pasaran ataupun 
HET ketetapan pemerintah. Sejauh pengamatan yang dilakukan peneliti pihak apotek 
tidak mengizinkan pembeli untuk menawar harga obat mereka. Mereka hanya 
menjual obat sesuai harga yang telah ditetapkan apotek. 
5. Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran 
Dengan prinsip kebenaran ini maka ekonomi Islam sangat menjaga dan 
berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang 
melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Kebenaran merupakan 
suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang 
merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.
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Rasululah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etiket dalam 
bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, di antaranya ialah: 
a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, 
kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah 
sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, 
beliau bersabda:“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang 
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mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”(H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang 
menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri 
selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan 
barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas. 
b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut 
Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, 
sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga 
berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial 
kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, 
tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual 
barang. 
c. Menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa 
mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar 
sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam Riba. Kendati dalam 
bisnis kita sangat ingin memperoleh keuntungan, tetapi hak-hak pembeli harus 
tetap dihormati. 
Setiap jual beli harus didasari dengan asas suka sama suka dan rela sama rela. 
Barang yang menjadi objek dagang harus diketahui dengan pasti baik wujud maupun 
harganya.  
Penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 yang melebihi Harga 
Eceran Tertinggi mengandung unsur tadlis dalam harga, hal ini dibuktikan dengan 




dalam penetapan harga yang ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan 
pembeli untuk meninggikan harga jualnya. Apotek Inggit Medika 2 juga dinilai 
memasang harga yang terlalu tinggi sehingga secara tidak langsung telah 






















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 
kesimpulan mengenai Analisis Ekonomi Islam Terhadap Penjualan Obat Generik 
Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) bahwa penjualan obat generik pada Apotek 
Inggit Medika 2 yang melebihi Harga Eceran Tertinggi mengandung unsur tadlis 
(penipuan) dalam harga, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan pembeli terhadap 
HET ketetapan pemerintah. Pihak apotek tidak jujur dalam penetapan harga yang 
ditetapkannya, dan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meninggikan harga 
jualnya. Apotek Inggit Medika 2 juga dinilai memasang harga yang terlalu tinggi 
sehingga secara tidak langsung telah mendzhalimi pihak pembeli. 
Penjualan obat generik pada Apotek Inggit Medika 2 tidak memenuhi prinsip-
prinsip ekonomi islam mengenai keadilan dan kejujuran. Harga yang sangat tinggi 
akan membebankan konsumen dan memaksa konsumen untuk memperoleh 
kebutuhan obat dengan harga yang tinggi. Pihak apotek juga tidak mengizinkan 
konsumen untuk melakukan tawar menawar terhadap obat-obat yang dijualnya, 
sehingga konsumen dengan terpaksa harus menerima harga obat yang tinggi. 
Kerelaan yang terjadi diantara pihak konsumen dan apotek hanya didasari oleh 







Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian dan pengamatan yang 
dilakukan peneliti maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada kepada berbagai pihak : 
1. Industri Farmasi harus lebih memperhatikan pelabelan obat generik yang telah 
diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya pencantuman HET 
secara jelas. 
2. Semua pihak pendistribusi obat, baik itu Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
maupun apotek harus memeperhatikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang 
telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan menjadikannya sebagai tolak 
ukur dalam penaksiran harga obat dagangannya. 
3. Pemerintah harus merevisi Harga Eceran Tertinggi obat agar sesuai dengan 
kebutuhan pasar 
4. Pemerintah harus meninjau pelaksanaan peraturan yang telah dibuatnya serta 
bertindak tegas jika ada pelanggaran yang terdapat di dalamnya 
5. Sosialisasi mengenai obat generik harus ditingkatkan terlebih lagi obat 
generik dikenal dengan obat yang meiliki harga standar, maka sosialisasi 
mengenai Harga Eceran tertinggi (HET) obat generik menjadi sangat penting. 
6. Konsumen obat/pembeli harus sadar akan hak-hak yang dimilikinya termasuk 
diantaranya adalah hak dalam menikmati obat generik yang sesuai dengan 




7. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih sangat terbatas, maka 
diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melihat objek atau sudut 
pandang yang berbeda sehingga menjadi tambahan keilmuan di bidang 
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Lampiran 1: Surat Pengambilan Data Awal 
  
 
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian  
  
 
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian UPT P2T BKPMD 
  
 
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Pemerintah Kota Makassar 
  
 
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara  
1. Pihak Apotek 
a. Sejarah Apotek 
b. Struktur Kepengurusan Apotek 
c. Visi Misi Apotek 
d. Tujuan didirikannya Apotek 
e. Bagaimana proses pendistribusian obat hingga ke Apotek? 
f. Bagaimana penetapan harga jual obat? 
g. Sejauh mana wilayah pemasaran obat yang tersedia di Apotek ini? 
h. Obat generik apa saja yang paling sering dicari masyarakat? 
i. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membeli obat 
generik? 
 
2. Pihak Konsumen 
a. Apakah Apotek ini menjadi tujuan utama Anda mencari atau membeli 
obat? 
b. Obat apa saja yang biasa Anda beli di Apotek ini? 
c. Tahukah Anda apa itu obat generik? 
d. Tahukah Anda apa itu Harga Eceran Tertinggi (HET)? 
e. Pernahkah Anda melihat HET tercantum pada strip obat generik yang Anda 
beli atau konsumsi? 
f. Tahukah Anda bahwa Pemerintah telah menetapkan HET obat? 
g. Apakah harga obat di sini terjangkau menurut Anda, dibanding Apotek 
sekitarnya? 
h. Bagaimana sikap dan tanggapan Anda setelah mengetahui realita terhadap 
adanya penetapan HET oleh Pemerintah, namun terkadang masih saja ada 





Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian 
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